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RINGKASAN

Masalah gizi utama di Indonesia saat ini adalah stunting, sehingga analisis tentang faktor
risiko stunting menjadi penting. Studi di puskesmas di Makassar menunjukkan faktor risiko stunting
adalah kejadian berat bayi lahir rendah, kelengkapan imunisasi, dan rendahnya pendidikan ibu.
Faktor risiko stunting lainnya dari studi di NTT adalah pendapatan keluarga, pola asuh ibu, dan
asupan gizi anak. Anak dengan riwayat stunting mempunyai prestasi akademik yang lebih rendah
dibandingkan yang tidak stunting. Studi di puskesmas di Surabaya menunjukkan tidak terdapat
hubungan antara beban kerja ibu dengan status gizi balita, apabila pekerjaan ibu tergolong tidak
berat dan adanya pengasuh pengganti selama ibu bekerja. Pada kajian pendampingan 2500 anak
balita gizi kurang dan stunting di Surabaya ternyata hanya menurunkan 1% gizi kurang dan 1.2%
stunting. Masalah gizi mikro yang dijumpai pada anak balita adalah anemia. Kejadian anemia pada
anak balita diantaranya karena persepsi ibu yang kurang tepat tentang anemia. Studi tentang anak
jalanan di Kota Medan menunjukkan sebagian besar subjek mempunyai kadar hemoglobin dengan
kategorirendah dan sangat rendah, sedangkan aktivitas anak jalanan dengan kategori berat

Review studi dilakukan untuk mengkaji faktor yang berhubungan dengan kepatuhan ibu
dalam mengkonsumsi tablet besi selama kehamilan. Dari 11 jurnal yang direview disimpulkan
bahwa dukungan yang lebih baik pada ibu, baik dari petugas maupun keluarga dapat berkontribusi
pada kepatuhan yang lebih baik pada ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet besi. Studi ibu hamil di
NTT menunjukkan sebesar 71.4% tidak tahu tentang manfaat konsumsi Fe, sebanyak 1.4% belum
pernah memeriksa kehamilan, sedangkan 15.7% memeriksa kehamilan namun tidak sesuai dengan
anjuran. Terdapat 13% ibu mengatakan tidak pernah mengonsumsi Fe selama kehamilan.

Analisis terhadap faktor risiko kegemukan dilakukan pada kelompok wanita usia dewasa
(19-55 tahun) menggunakan data Riskesdas 2010. Hasil penelitian ini berimplikasi pada pentingnya
mempromosikan aktivitas fisik dan diet yang sehat terutama menurunkan konsumsi makanan dan
minuman manis dan konsumsi karbohidrat yang tidak berlebih untuk pencegahan dan pengendalian
kegemukan. Studi di Kota Malang menunjukkan kombinasi faktor risiko penyakit tidak menular
(PTM) adalah kebiasaan merokok setiap hari, konsumsi buah dan sayur kurang dari 5 kali penyajian
setiap hari, aktivitas fisik rendah, overweight (IMT 2z 25 kg/m?), tekanan darah sistolik = 140 dan
atau = 90 mm Hg. Studi pada orang dewasa juga mengkonfirmasi bahwa sarapan merupakan faktor
yang memengaruhi kejadian obesitas, yaitu subjek yang sarapan memiliki proteksi 2.4 kali untuk
terhindar dari obesitas.

Analisis data Riskesdas 2010 pada wanita dewasa menunjukkan rata-rata konsumsi buah
dan sayur wanita sebesar 139.7+¢55.9 g yang jauh lebih rendah dibandingkan anjuran WHO 400
g/hari. Hanya 1.0% subjek yang mengonsumsi buah dan sayur sesuai anjuran 250 —400 g/hari dan
0.2% subjek mengonsumsi buah dan sayur diatas 400 g/hari. Konsumsi sayur lebih tinggi
dibanding konsumsi buah. Tentang preferensi konsumsi sayuran, hasil penelitian di daerah Kampus
Unesa (Semarang) menunjukkan 78.3% anak balita tidak menyukai sayur dan 60.6% tidak suka ikan,
dan konsumsi sayur harian 23.9 g dan ikan 19.9 g. Rendahnya konsumsi ikan dikarenakan ibu jarang
membeli ikan dengan alasan mahal harganya, susah pengolahannya dan berbau anyir. Dengan




intervensi terintegrasi (pendidikan gizi, pelatihan teknologi, dan penguatan media informasi) di
Madura terdapat peningkatan konsumsi sayvuran pada ibu hamil.

Studi tentang perilaku gizi seimbang remaja di Kota Medan menunjukkan perilaku yang
rendah. Selain itu ditemukan sebanyak 12 indikator (putri) dan 16 (putra) indikator gizi seimbang,
Studi anak di lembaga PAUD di Kota Bogor menunjukkan perkembangan anak lebih baik setelah
dilakukan intervensi pendidikan gizi seimbang dan tumbuh kembang anak. Dalam pengembangan
pendidikan gizi untuk anak usia sekolah dasar dari studi di Bogor dan Jakarta disarankan media
komik berwarna dengan karakter kartun yang tokohnya menyukai olahraga dan musik merupakan
alternatif pilihan media pendidikan gizi yang paling efektif dan layak. Untuk kelompok anak usia
sekolah menengah pertama, pemberian materi pendidikan gizi dapat diberikan pada kegiatan
ekstrakulikuler Palang Merah Remaja (PMR).

Studi ketahanan pangan di Kabupaten Serang menunjukkan semakin banyak rumah tangga
yang tergabung dengan organisasi atau kelembagaan pangan local, akan mengurangi peluang
kerawanan pangan. Kasus di Kabupaten Ogan Komering Ilir menunjukkan bahwa dalam ketahanan
pangan rumahtangga perempuan berperan dalam memanfaatkan sumberdaya alam (lingkungan
sekitar) dan sumber daya manusia (pengetahuan lokal dan ketrampilan) untuk konsumsi pangan
keluarga. Studi di Kabupaten Klaten dihasilkan bahwa kelembagaan ketahanan pangan lokal yang
sudah ada di tiap komunitas (misalnya lumbung paceklik) perlu ditingkatkan kapasitasnya agar
tidak hanya bergerak dalam bidang simpan pinjam, melainkan dikembangkan pada kegiatan yang
sifatnya produktif. Bagi komunitas yang kelembagaan ketahanan pangan lokalnya sudah pudar atau
bahkan punah, maka perlu dibangun lagi.

Evaluasi Program DMP (Desa Mandiri Pangan) di 10 desa di 6 kabupaten menunjukkan
bahwa pengaruh langsung kinerja fasilitator terhadap konsumsi pangan rumah tangga lebih besar
daripada pengaruh tidak langsung melalui variabel pengusahaan lahan pekarangan dan pelatihan
budidaya. Studi kasus tentang kebijakan One Day No Rice (ODNR) di Kota Depok dilakukan dengan
subjek 181 PNS dari eselon 2, 3, dan 4. Sebanyak 90% pejabat tersebut mendukung kebijakan ODNR,
namun dalam keseharian hanya 44% yang dapat menerapkan untuk tidak mengkonsumsi beras.
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Kuasa Pengetahuan Ketahanan

KUASA PENGETAHUAN KETAHANAN PANGAN DAN PEMBENTUKAN KETAHANAN PANGAN
RUMAHTANGGA DI KABUPATEN SERANG, BANTEN INDONESIA
(Food Security Authorization of Knowledge and Formation of Household Food Security in The District
Serang, Banten Indonesia)

Titik Sumarti!’, Mahmudi Siwi!

IDepartemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat - Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) - IPB,

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kuasa pengetahuan ketahanan pangan dan bagaimana pengetahuan
tersebut menentukan pembentukan ketahanan pangan rumahtangga. Penelitian menggunakan pendekatan
kualitatif, subjek penelitian terdiri dari pejabat, tokoh masyarakat, dan rumahtangga. Pejabat dan pengusaha
dipilih pada tingkat kabupaten dan kecamatan terpilih, sedangkan tokoh masyarakat dan rumahtangga pada
kecamatan terpilih. Data yang dikumpulkan meliputi: persepsi ketahanan pangan individu, rumahtangga dan
daerah, kondisi sosial ekonomi rumahtangga dan ketahanan pangan rumahtangga, serta modal sosial.
Ketahanan pangan rumahtangga diukur secara kualitatif menggunakan persepsi subjek. Hasil penelitian
menunjukkan masih terdapat perbedaan pengetahuan antara warga, elit lokal dan aparat pemerintah tentang
ketahanan pangan individu, rumahtangga dan daerah, implementasi konsep ketahanan pangan pemerintah
menghadapi kendala dan tantangan. Sebagian besar rumahtangga masih mengandalkan beras sebagai makanan
pokok dan 73.4% memperoleh dengan cara membeli. Masih banyak rumahtangga yang menyatakan konsumsi
makanan sehari-hari tidak mencukupi, sebagian rumah tangga khawatir tidak dapat menyediakan makanan
bergizi seimbang untuk rumah tangga dan anak-anak, persediaan beras habis. Semakin banyak organisasi atau
kelembagaan pangan lokal yang diikuti akan mengurangi peluang kerawanan pangan rumah tangga. Oleh
karena itu kuasa pengetahuan tentang ketahanan pangan dan modal sosial turut menentukan kondisi ketahanan
pangan rumahtangga.

Kata kunci: ketahanan pangan, modal sosial, sosial ckonomi

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia saat ini tengah dihadapkan kepada masalah ketahanan pangan yang
sangat serius. Masalah ketahanan pangan yang dihadapi ini, tidak hanya terbatas pada sistem
produksi (ketersediaan), melainkan juga pada sistem distribusi dan sistem konsumsi (Dewan
Ketahanan Pangan, 2006). Secara umum masalah pokok yang dihadapi pada sistem ketersedian
pangan di Indonesia adalah laju peningkatan produksi (penyediaan) pangan nasional belum mampu
mengejar laju peningkatan kebutuhan pangan penduduk. Kondisi ini ditunjukkan dengan berbagai
fakta yvang menunjukkan adanya ketergantungan negara kita terhadap impor pangan luar negeri
untuk beberapa komoditas pangan tertentu (seperti beras, gandum dan kedelai) tergolong sangat
tinggi. Dalam kasus beras, pada tahun 1998-1999! Indonesia mengimpor beras rata-rata kurang

' Tumlah impor beras pada tahun tersebut lebih discbabkan karena penurunan produksi padi karena kemarau panjang
(El Nino) vang bersamaan dengan terjadinya krisis ckonomi. Meskipun sudah terjadi penurunan vang sangat drastis
hingga mencapai rata-rata 500 ribu ton pada tahun 2004-2003. namun bukan tidak mungkin angka ini akan meningkat
*Penulis korespondensi : titik_sumarti@yahoo.com 257
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lebih sebanyak 4 juta ton/tahun dan menempatkan negara Kita sebagai importir beras terbesar
dunia. Sedangkan dalam kasus komoditi gandum, menurut Sawit (2006), sejak tahun 1996 setiap
tahun negara Kita mengimpor rata-rata 4 juta ton dan menempatkan Indonesia sebagai negara ke-6
pengimpor gandum terbesar di Dunia. Demikian pula halnya dengan kedelai, data tahun 1999-20002
menunjukan bahwa impor rata-rata kedelai mencapai 1.28 juta ton/tahun dan cenderung
meningkat. Kondisi yang sama juga terjadi pada komoditas gula, jagung, daging, buah-buahan dan
sayur-sayuran, negara Indonesia masih mengimpor dengan jumlah yang tidak sedikit.

Sementara itu dalam sistem distribusi pangan, negara kita dihadapkan pada masalah
terbatasnya sarana dan prasarana perhubungan yang dapat menjangkau seluruh wilayah terutama
daerah terpencil, sistem distribusi pangan untuk mengatasi daerah-daerah rawan bencana masih
belum tertata dengan baik dan belum bekerja secara efektif, masih banyaknya pungutan resmi dan
tidak resmi sehingga harga pangan yang sampai ke tingkat rumah tangga tidak menunjukan harga
yang sebenarnya, serta kelembagaan pasar yang ada belum mampu menjamin terciptanya sistem
distribusi yang adil, merata dan terjangkau. Dampak dari semua masalah tersebut pada akhirnya
bermuara pada semakin lemahnya kemampuan rumah tangga (terutama rumah tangga petani
miskin) untuk dapat mengakses pangan secara cukup dan terjangkau.

ola konsumsi masyarakat Indonesia hingga saat ini masih belum mampu mendukung
ketahanan pangan dan hal ini ditunjukkan dengan kebergantungan yang masih sangat tinggi
terhadap beras. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah masa lalu yang berusaha
mempertahankan harga beras vang relatif rendah sehingga mendorong pola konsumsi masyarakat
yang cenderung tergantung pada beras. Sedangkan program diversifikasi pangan selain tidak
optimal juga menunjukan gejala salah arah, yaitu bergeser kearah diversifikasi pangan berbasis
gandum. Selain itu masalah konsumsi masyarakat yang paling penting adalah besarnya jumlah
penduduk miskin dan pengangguran yang berpendapatan rendah, sehingga mereka tidak mampu
mengakses pangan secara cukup, seimbang dan bergizi. Pada tataran keluarga, maka pihak yang
paling rentan terhadap masalah kekurangan pangan dan gizi adalah perempuan dan anak-anak.
Hardinsyah (2001) mengungkapkan bahwa tiga dari 10 anak balita Indonesia mengalami gizi kurang
(KEP), tiga dari sepuluh wanita hamil mengalami kurang energi kronik (KEK), enam dari 10 keluarga
berpotensi mengalami rawan pangan (food insecurity) karena tidak mampu memenuhi dua pertiga
dari kebutuhan pangannya, dan sebagian penduduk belum mengkonsumsi pangan hewan, sayur dan
buah dalam jumlah yang memadai setiap harinya.

Masalah ketahanan pangan pada hakikatnya akan sangat terkait erat dengan masalah
kemiskinan. Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di
Indonesia pada bulan Maret 2006 sebanyak 39.05 juta (17. 75 %). Sebagian besar penduduk miskin
tersebut yaitu sekitar 63.41 % berada di pedesaan dan pada umumnya bergantung pada sektor
pertanian. Hasil Sensus Pertanian tahun 2003 menunjukan bahwa sebagian besar produksi pangan

kembali jika : (1) upava peningkatan diversivikasi pola konsumsi rakyat vang cenderung pada beras tidak berubah. (2)
produksi padi menurun vang diakibatkan oleh kegagalan panen karena bencana alam dan kekeringan. dan (3) jika tidak
diikuti dengan kebijakan pemerintah vang tepat dan efektif di bidang distribusi dan pemasaran beras nasional, serta
ekspor dan impor.

* Sumber : Data Base Pemasaran Internasional Kedelai, Deptan Tahun 2003.

258
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di Indonesia diadakan oleh para petani skala kecil atau petani gurem dengan kepemilikan lahan
kurang dari 0.5 hektar dan buruh tani. Data-data menunjukan bahwa selama periode tahun 1993-
2003 terjadi kecenderungan peningkatan jumlah rumah tangga pertanian dan jumlah petani gurem
di pedesaan Jawa dan luar Jawa. Sebagian besar petani gurem tersebut, yaitu sekitar 75 persen,
berada di pedesaan Jawa dan seluruhnya tergolong miskin dan rentan terhadap masalah kerawanan
pangan.

Berdasarkan pada fakta-fakta di atas, seyogyanya dapat difahami bahwa pokok masalah
ketahanan pangan dan juga masalah kemiskinan pada hakikatnya merupakan masalah
pembangunan masyarakat pedesaan. Sehingga arah pembangunan ketahanan pangan seharus-nya
difokuskan pada upaya-upaya untuk memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat di
pedesaan, khususnya keluarga petani gurem. Jika masalah kemiskinan di pedesaan dapat
dipecahkan, maka hal ini secara langsung maupun tidak langsung juga berarti terpecahkannya
masalah ketahanan pangan di pedesaan dan begitu pula sebaliknya.

Upaya-upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan melalui program
pengentasan kemiskinan seperti KUT, IDT, Raskin dan BLT secara empiris terbukti belum efektif
dan banyak kasus menemui kegagalan. Kondisi ini terjadi terutama disebabkan implementasi
program yang tidak partisipatif dan mengabaikan modal sosial lokal (sumberdaya manusia, jaringan
sosial, kelembagaan). Banyak kasus menunjukan ditemukan adanya penyelewengan berupa korupsi,
kolusi dan nepotisme (KKN) dalam implementasi pregram-program tersebut. Penyelewengan
tersebut terjadi karena kesengajaan para pelakunya atau pun karena kebijakan yang terlalu
berorientasi pada proyek dengan target waktu yang terlalu kaku serta mendesak. Kondisi ini
menyebabkan proses pe-rencanaan dan implementasi program tersebut mengabaikan partisipasi
keluarga miskin sebagai subjek utama. Akhirnya, program-program pembangunan hanya dinikmati
oleh golongan lapisan elit desa dan kerabat-kerabatnya yang secara sosial-ekonomi relatif mampu.
Kondisi ini selaras dengan apa yang dikemukakan Chambers (1987) bahwa jaringan kekerabatan
dan koneksi kelompok lapisan elit pedesaan kerapkali menjadi “jaring penangkap” bagi bantuan-
bantuan yang diperuntukan bagi keluarga-keluarga miskin.

Kebijakan dan implementasi pembangunan pertanian di pedesaan pada masa pemerintahan
Orde Baru lebih banyak ditekankan pada upaya peningkatan produksi pangan (terutama beras) yang
dilakukan secara terpusat, searah (top-down) dan seragam. Sebagaimana halnya program Revolusi
Hijau yang didasarkan pada penyebaran “teknologi baru” berupa bibit unggul dan penambahan
pemakaian pupuk dan bahan kimia, meskipun berhasil meningkatkan produksi pangan (beras)
nasional, namun karena tanpa didukung dengan pembangunan kapasitas diri manusia dan kapasitas
kelembagaan lokal yang kuat, pada akhirnya terbukti tidak mampu mempertahankan keberlanjutan
swasembada beras. Meskipun pemerintah di masa lalu telah berupaya membangun kelembagaan di
tingkat desa (seperti kelompok tani, pemerintahan desa dan KUD), namun karena dibentuk dan
dijalankan secara terpusat, maka kelembagaan-kelembagaan tersebut cenderung berorientasi pada
kepentingan supra-desa dan memarginalkan kepentingan masyarakat strata bawah. Sehingga
terjadi kesenjangan dalam hal memperoleh manfaat dari hasil-hasil pembangunan di bidang
pertanian. Lembaga-lembaga tersebut terbukti hingga sekarang belum mampu membangun
instrumen untuk mendistribusikan hasil-hasil capaian tersebut secara adil dan merata di antara

259
Semnas PAGI 2013, Gizi Masyarakat dan Kebijakan Pangan



Kuasa Pengetahuan Ketahanan

anggota masyarakat desa. Kondisi seperti ini, digambarkan oleh Sayogyo (1982) sebagai proses
modernisasi yang tidak diiringi dengan proses pembangunan (modernization without development),

Berdasarkan pada adanya masalah-masalah di atas, maka sebagaimana dikemukakan
Pakpahan dkk. (2006), menjadi perlu adanya upaya-upaya dan tindakan konkrit untuk membangun
sebuah ideologi pembangunan pertanian berkeadilan yang dapat mempertemukan dan
mengharmoniskan antara kepentingan negara (pemerintah) dengan kepentingan petani.  Pada
dasarnya pembangunan pertanian yang ideal akan dapat diwujudkan jika bersendikan pada
"kemandirian” dan "keberpihakan”, dalam pengertian petani seharusnya diberdayakan untuk
mandiri dalam mengambil segala keputusan yang berkaitan dengan usaha pertaniannya dan
pemerintah memberikan dukungan dan keberpihakan untuk mewujudkan kemandirian tersebut.
Tentunya dengan landasan ideal seperti ini akan membawa konsekwensi pada perubahan bentuk,
sifat, struktur dan ruang lingkup kelembagaan pelayanan publik pertanian, yang mengarah pada
upaya pemberdayaan petani melalui penguatan kapasitas diri petani, pengembangan jaringan
kerjasama dan kelembagaan-kelembagaan lokal hingga tingkat komunitas.

Oleh karena itu permasalahan penelitian yang diajukan adalah bagaimana implementasi
program-program ketahanan pangan rumahtangga miskin? Faktor-faktor apa yang mempengaruhi
kesuksesan dan kegagalan program tersebut? Sejauhmana modal sosial dan kelembagaan lokal
sudah dipertimbangkan dalam program?

METODE

Disain, Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama 6 bulan, mulai bulan Juni sampai dengan bulan November
2009, di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Kabupaten Serang dipilih karena merupakan daerah
vang relatif lebih rawan pangan di banding kabupaten lain di Provinsi Banten, dan merupakan
daerah dengan ekologi berupa dataran rendah.

Penelitian dilakukan di dua desa pada dua kecamatan, yaitu {1) Desa Kubang Puji dan Desa
Kencana Harapan, Kecamatan Pontang; dan (2) Desa Kadikaran dan Desa Pamong, Kecamatan
Ciruas.

Penentuan Subjek

Subjek terdiri dari pejabat dan pengusaha, tokoh masyarakat, serta rumahtangga. Pemilihan
sample dilakukan di setiap lokasi terpilih. Pejabat dan pengusaha dipilih pada tingkat kabupaten dan
kecamatan terpilih, sedangkan tokoh masyarakat dan rumahtangga pada kecamatan terpilih.

Sebanyak 50 rumahtangga dipilih secara purposif dari setiap desa terpilih. Pemilihan secara
purposif berdasarkan keterlibatan rumahtangga pada program-program ketahanan pangan dan
kemiskinanan, meliputi: (1) Program Desa Mandiri Pangan (mapan);(2) Program Diversifikasi
Pangan; (3) Program Lumbung Desa; (4) Program Peningkatan Ekonomi; (5) Program lainnva; dan
(6). Non-penerima program. Secara lengkap jumlah sample penelitian tersaji pada Tabel 1.
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Tabel 1. Matriks jumlah subjek penelitian

Pejabat/
Level Tokoh Masyarakat/ Rumahtangga
B Pengusaha
Kabupaten Serang 18
1. Kecamatan Ciruas 12
- Desa Pamong 53
- Desa Kadikaran 52
2. Kecamatan Pontang 13
- Desa Kencana Harapan 55
- - Desa Kubangpuji 54
Total 43 3 214

Jenis dan Cara Pengumpulan data

Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif. Metode ini diharapkan dapat memperkaya
data dan memahami fenomena sosial yang sedang diteliti. Pada aras meso, dilakukan pengambilan
data primer dan sekunder yang meliputi pelaksanaan program-program ketahanan pangan yang
sudah dan sedang berjalan, cakupan dan pendanaan program ketahanan pangan,
persepsi/pemahaman tentang program ketahanan pangan serta faktor sukses dan gagal dari
program tersebut, dan saran perbaikan program ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan
untuk akselerasi terwujudnya peningkatan ketahanan dan kemandirian pangan. Pada aras meso ini
akan dilakukan wawancara mendalam pada berbagai stakeholder yaitu pejabat eksekutif dan
legislatif, serta tokoh masyarakat setempat di lokasi terpilih.

Pada aras mikro akan dilakukan wawancara terstruktur pada rumahtangga terpilih yang
meliputi data: karakteristik sosial ekonomi, keterlibatan dan peran dalam program, manfaat yang
diperoleh dari program yang diterima, persepsi rumahtangga tentang faktor sukses dan gagal dari
program tersebut, dan saran perbaikan program ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan
pada level rumahtangga. Pendekatan partisipatif dilakukan untuk menemukan model program
peningkatan ketahanan pangan rumahtangga yang terintegrasi dengan pengentasan kemiskinan
pada berbagai tipologi wilayah dan komoditas yang dirumuskan oleh komunitas itu sendiri. Sumber
dan cara pengumpulan data terdapat pada Tabel 2.

Tabel 2. Sumber dan cara pengumpulan data

Jenis data yang dikumpulkan Sumber data dan teknik pengumpulan data
Data kualitatif:
2 Kebijakan dan program ketahanan pangan Data sekunder dari buku laporan pelaksanaan
(Nasional, Provinsi dan Kabupaten) dan penelitian program ketahanan pangan di

tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan arsip
di tingkat, kecamatan dan desa.

Data primer melalui wawancara mendalam
pada berbagai stakeholder (pejabat eksekutif
dan legislatif, serta tokoh masyarakat)
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Jenis data yang dikumpulkan

Sumber data dan teknik pengumpulan data

Persepsi/pemahaman tentang situasi, kondisi
dan program ketahanan pangan serta faktor
sukses dan gagal dari program tersebut

Saran perbaikan program ketahanan pangan
dan pengentasan kemiskinan

Identifikasi modal sosial dan kelembagaan
ketahanan pangan lokal

Ketahanan pangan kualitatif (tahan pangan,
rawan pangan dan kelaparan)

Potensi pangan wilayah tingkat kabupaten
dan kecamatan (produksi, ketersediaan
pangan, ketersediaan lahan, tingkat
kesuburan lahan)

Sosial ekonomi rumahtangga (umur,
pendidikan, jumlah anggota rumahtangga,
kegiatan ekonomi rumah tangga, pendapatan,
akses terhadap pangan, alokasi tenaga kerja
dan pengambil keputusan)

Wawancara mendalam pada  berbagai
stakeholder (pejabat eksekutif dan legislatif
serta tokoh masyarakat).

Wawancara terstruktur pada rumahtangga
terpilih.

Wawancara terstruktur pada rumahtangga
terpilih.

Wawancara persepsi ketahanan pangan pada
tingkat rumahtangga dengan menggunakan
kuesioner ketahanan pangan dari rumusan
BKP Deptan serta kuesioner Ellen Kennedy
Diperoleh dari data sekunder kabupaten dan
kecamatan (laporan-laporan)

Wawancara terstruktur pada rumahtangga
terpilih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan, Program, Kondisi Ketahanan Pangan Kabupaten Serang

Visi kabupaten Serang tahun 2006 - 2011 adalah “terwujudnya kepemerintahan yang amanah
menuju Kabupaten Serang Terdepan yang Islami, Berkeadilan dan Sejahtera”. Selanjutnya salah satu
arah kebijakan kabupaten Serang adalah peningkatan potensi ekonomi daerah secara sinergis. Arah
kebijakan pembangunan peningkatan potensi ekonomi daerah secara sinergis meliputi semua
sektor, yaitu: Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Pertambangan, Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi, PDAM dan Pariwisata. Pada dua sektor utama, yaitu: sektor pertanian dan sektor
perikanan dan kelautan, upaya yang dilakukan adalah:

1

262

Pengembangan pertanian rakyat terpadu. Program ini bertujuan untuk mengembangkan usaha
pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu dengan konsep pengembangan agrobisnis.

Pengembangan agribisnis. Program ini bertujuan untuk memfasilitasi berkembangnya usaha
agrobisnis yang mencakup usaha di bidang agrobisnis hulu, on farm, hilir dan usaha jasa

pendukungnya.

Peningkatan ketahanan pangan dan gizi. Program ini bertujuan untuk memfasilitasi
peningkatan dan berkelanjutan ketahanan pangan dan gizi sampai tingkat rumah tangga

sebagai bagian dari ketahanan nasional.
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4. Pengembangan usaha perkebunan. Program ini bertujuan untuk mengembangkan usaha petani
perkebunan rakyat.

5. Pengelolaan pelestarian dan rehabilitasi sumber daya alam. Program ini bertujuan untuk
melestarikan plasma nutfah dan rehabilitasi sumber daya alam secara optimal dan
berkelanjutan

6. Pengembangan perhutanan sosial dan hutan pantai. Program ini bertujuan lebih memanfaatkan
potensi sumberdaya alam hutan secara efisien, optiomal, adil dan berkelanjutan dengan
melibatkan masyarakat luas.

7. Peningkatan usaha kesejahteraan petani. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas
dan daya saing masyarakat pertanian, terutama petani yang tidak dapat menjangkau akses
terhadap sumber daya usaha pertanian.

Badan Bimas Ketahanan Pangan (2004), merumuskan konsepsi ketahanan pangan sebagai
kondisi terpenuhinya pangan bagi rumahtangga yang tercermin dari : (1) tersedianya pangan secara
cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya; (2) aman; (3) merata; dan (4) terjangkau. Terwujudnya
ketahanan pangan dihasilkan oleh bekerjanya suatu sistem dari unsur-unsur yang merupakan
subsistem vyang saling berinteraksi, yaitu subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan
subsistem konsumsi.

Pembangunan subsistem ketersediaan men-cakup pengaturan kestabilan dan ke-sinambungan
penyediaan pangan baik yang berasal dari produksi dalam negeri, cadangan maupun impor dan
ekspor. Pembangunan subsistem distribusi mencakup aksesibilitas pangan antar wilayah dan antar
waktu serta stabilitas harga pangan strategis. Pembangunan subsistem konsumsi mencakup jumlah,
mutu, gizi/nutrisi, keamanan, dan keragaman konsumsi pangan.

Berdasarkan analisis terhadap kebijakan ketahanan pangan dan gizi kabupaten Serang,
menunjukkan bahwa program dan kegiatan peningkatan ketahanan pangan dan gizi sudah tersebar
di tiga subsistem: ketersediaan, distribusi dan konsumsi. Pada subsistem ketersediaan/ produksi,
selain menekankan pada peningkatan dan pengembangan produksi, juga telah menekankan pada
kegiatan penyimpanan (lumbung pangan desa), dan pengembangan cadangan pangan daerah serta
didukung beragam kebijakan: perberasan, subsidi pertanian, pertanahan dan infrastruktur pertanian
dan perdesaan.

Pada subsistem distribusi, juga menekankan pada pengembangan sistem informasi pasar dan
pengembangan model distribusi pangan yang efisien untuk mendukung terjaminnya kestabilan
harga pangan dan aksesibilitas pangan antar daerah dan antar waktu. Sementara pada subsistem
konsumsi, selain menekankan jumlah, keragaman, mutu dan keamanan pangan, juga telah
mengembangkan pemanfaatan pekarangan yang dapat dioptimalkan untuk mendukung
pengembangan pangan dan status gizi keluarga.

Persepsi Pejabat dan Tokoh tentang Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan baik individu, rumahtangga dan daerah turut ditentukan oleh relasi-
relasi kekuatan yang ada disekitarnya. Bentuk-bentuk relasi tersebut dapat dilihat dari pilihan
pangan bagi individu, dan rumahtangga, serta pilihan program pangan yang dijalankan pemerintah
daerah. Disamping itu, relasi-relasi kekuatan tersebut juga dibangun oleh pengetahuan yang
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melingkupi proses ketahanan pangan. Menurut Foucault (Ritzer, 2012) bekerjanya pengetahuan
dilihat sebagai proses yang menghasilkan kekuasaan, dan kemudian kekuasaan secara bersamaan
akan membentuk pengetahuan.

Dalam penelitian ini, relasi-relasi kekuasaan dilihat dari kuasa pengetahuan ketahanan
pangan yang ada ditinggal individu, rumahtangga dan pejabat. Kuasa pengetahuan dilihat dari
persepsi subjek tentang ketahanan pangan.

Merujuk hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar subjek pejabat dan tokoh
masyarakat (43 subjek) di Kabupaten Serang mempunyai tingkat pendidikan SMU dan Sarjana. Dari
sebanyak 43 orang subjek tersebut, subjek yang memiliki tingkat pendidikan SMU dan sarjana ini
masing-masing sebesar 27.9 persen, sehingga dapat dikatakan bahwa mereka umumnya memiliki
tingkat pendidikan yang baik.

Semakin baik tingkat pendidikan yang dimiliki, maka seharusnya informasi yang diterima
juga akan semakin banyak dan baik karena akses terhadap berbagai informasi menjadi semakin
terbuka. Oleh karena itu, dalam penelitian mengenai persepsi, biasanya latar belakang pendidikan
subjek berpengaruh terhadap pengetahuan seseorang. Hardinsyah dan Yunita (1997) menyatakan
bahwa persepsi tentang sesuatu merupakan interpretasi atau respon kesadaran seseorang terhadap
lingkungan atau stimulasi yang diperolehnya. Selain itu, persepsi juga dinyatakan sebagai pendapat
atau opini seseorang dari stimulus yang diterimanya; atau respon seseorang terhadap apa yang
didengar, dibaca, dilihat, dirasakan dan dibaui akibat faktor lingkungannya.

Belch dan Belch (1995) menyatakan bahwa informasi, baik yang dilihat, dibaca, didengar
atau dirasakan akan menjadi pengetahuan bagi seseorang dan dapat mempengaruhi persepsi
seseorang terhadap objek tertentu, termasuk mengenai ketahanan pangan. Pengetahuan seseorang
merupakan aspek kognitif yang dimiliki seseorang dari merekam atau mengingat dari segala
informasi yang diperoleh, baik tentang lingkungannya (general knowledge) maupun tentang
bagaimana melakukan sesuatu - bertindak (procedural knowledge) atau dala hal ini dapat dikatakan
akan berpengaruh terhadap persepsi seseorang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun pada umumnya subjek mempunyai tingkat
pendidikan yang baik tetapi tidak semuanya menyatakan tahu mengenai ketahanan pangan, baik itu
ketahanan pangan individu, ketahanan pangan rumah tangga, maupun ketahanan pangan daerah.
Sebagian besar resonden menyatakan tahu mengenai definisi ketahanan pangan (baik pada individu,
rumah tangga, maupun daerah) tetapi hanya sebagian kecil yang bisa menjawab dengan benar ketiga
definisi ketahanan pangan tersebut. Pada penelitian ini, subjek yang menyatakan tidak tahu definisi
ketahanan pangan maka subjek tersebut dinyatakan salah dalam menjawan definisi ketahanan
pangan. Data mengenai pengetahuan ketahanan pangan subjek disajikan pada Tabel 3.
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Tabel 3. Pengetahuan subjek mengenai definisi ketahanan pangan

Aspek Pengetahuan Ketahanan Pangan Jumlah Persentase

Tahu definisi ketahanan pangan Individu

Ya 34 79.1

Tidak 9 20.9

Menjawab benar 12 72.1

Menjawab salah 31 27.9
Tahu definisi ketahanan pangan rumah tangga

Ya 36 83.7

Tidak 7 16.3

Menjawab benar 13 30.2

Menjawab salah 30 69.8
Tahu definisi ketahanan pangan daerah

Ya 29 67.4

Tidak 14 32.6

Menjawab benar 5 Ll.6

Menjawab salah 38 88.4

Merujuk data Tabel 3, terlihat bahwa pengetahuan subjek mengenai ketahanan pangan
berbeda definisi yang berlaku menurut aturan yang ada. Hal ini diperkuat dengan jawaban mengenai
definisi ketahanan pangan yang mereka berikan. Pada umumnya mereka memberikan jawaban yang
terkait dengan pekerjaan mereka sehari-hari. Bagi subjek yang sehari-hari bekerja di dinas
pertanian, umumnya jawaban yang mereka berikan dikaitkan dengan pangan dan produksi
pertanian yang harus ditingkat-kan, lalu bagi yang sehari-hari bekerja di dinas kesehatan maka
jawaban yang diberikan berkaitan dengan konsumsi pangan yang harus memenuhi prinsip 4 sehat 5
sempurna atau harus mengandung zat gizi makro (karbohidrat, protein, dan lemak) yang lengkap
sedangkan jawaban yang diberikan oleh tokoh masyarakat yang tidak bekerja di instansi pemerintah
yaitu berkaitan dengan pemenuhan pangan yang diiringi dengan sandang dan papan. Hal tersebut
menunjukkan bahwa pengetahuan ketahanan pangan belum merupakan hal yang diketahui secara
umum. Subjek yang menjawab benar hanya subjek yang berasal dari instansi pemerintahan yang
memang pekerjaannya terkait dengan permasalahan ketahanan pangan.

Persepsi subjek terhadap ketahanan pangan diri, ketahanan pangan rumah tangga, dan
ketahanan daerah sangat dipengaruhi oleh pengetahuan subjek, khususnya pengetahuan mengenai
ke-tahanan pangan. Hasil penelitian me-nunjukkan bahwa sebagian besar subjek menyatakan bahwa
mereka serta rumahtangganya tahan pangan (baik yang menyatakan tahan maupun sangat tahan
dikategorikan sebagai tahan pangan), tetapi jumlah subjek vang menyatakan biasa saja juga cukup
besar, yaitu masing-masing 34.9 persen (ketahanan pangan diri dan ketahanan pangan rumah
tangga) dan 46.5 persen (ketahanan pangan daerah). Hal ini terjadi karena kemungkinan mereka
tidak yakin dengan jawaban yang mereka berikan pada saat menjawab definisi ketahanan pangan.
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Dengan memberikan jawaban yang tidak mereka yakini, maka mereka juga jadi tidak yakin untylk
menilai apakah mereka, rumah tangganya, serta daerah yang mereka tinggali tahan pangan atay
tidak. Data persepsi subjek terhadap ketahanan pangan disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Persepsi subjek mengenai ketahanan pangan diri, rumah tangga, dan daerah

Persepsi Mengenai Ketahanan Pangan Jumlah Per-"sen
Ketahanan pangan diri o
Tidak menjawab 0 0
Tidak tahan 1 2.3
Biasa saja 15 349
Tahan 22 51.2
Sangat tahan 5 11.6
Ketahanan pangan rumah tangga
Tidak menjawab 0 0
Tidak tahan 2 4.7
Biasa saja 15 34.9
Tahan 18 419
Sangat tahan 8 18.6
Ketahanan pangan daerah
Tidak menjawab 1 23
Tidak tahan 4 9.3
Biasa saja 20 46.5
Tahan 16 372
Sangat tahan 2 4.7

Persepsi subjek terhadap perhatian yang diberikan oleh pemerintah, baik pemerintah
kabupaten, propinsi, maupun pusat sangat dipengaruhi oleh hal yang mereka temui setiap hari dan
mereka kerjakan. Data mengenai persepsi subjek mengenai perhatian pemerintah terhadap
permasalahan ketahanan pangan disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Persepsi subjek mengenai perhatian pemerintah terhadap permasalahan ketahanan pangan

Persepsi Mengenai Ketahanan Pangan Jumiah Persentase

Pemerintah Kabupaten

Tidak Tahu 1 23

Tidak ada perhatian 5 116

Ada perhatian 37 86.0
Pemerintah Propinsi

Tidak Tahu 0 0
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Persepsi Mengenai Ketahanan Pangan Jumlah Persentase
Tidak ada perhatian 6 14.0
Ada perhatian 37 86.0
Pemerintah Pusat
Tidak Tahu 0 0
Tidak ada perhatian 5 11.6
Ada perhatian 38 88.4

Berdasarkan data pada Tabel 5 menunjukkan bahwa sebagian besar subjek menyatakan
bahwa pemerintah (kabupaten, propinsi, dan pusat) memberikan perhatian terhadap permasalahan
ketahanan pangan. Besar subjek yang menyatakan bahwa pemerintah memberikan perhatian
terhadap permasalahan ketahanan pangan ialah 86.0 persen (perhatian pemerintah kabupaten dan
propinsi) dan 88.4 persen (perhatian pemerintah pusat).

Subjek yang berpersepsi bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap
permasalahan ketahanan pangan sedikit lebih besar kemungkinan karena keberadaan program-
program dari pemerintah pusat yang cukup populer dan mereka anggap sebagai program yang
dibuat untuk mengatasi permasalahan ketahanan pangan. Program-program yang dimaksud adalah
Bantuan Langsung Tunai (BLT), Raskin, PNPM, serta sembako murah.

Subjek yang berasal dari tokoh masyarakat dan instansi pemerintah pada umumnya
berpersepsi bahwa bentuk perhatian pemerintah terhadap permasalahan ketahanan pangan
diwujudkan dalam berbagai bentuk program yang dibuat untuk meningkatkan pemenuhan
masyarakat terhadap pangan. Program yang dimaksud adalah BLT, raskin, dan sembako murah.
Beberapa subjek memberikan jawaban yang sangat dipengaruhi oleh pekerjaan/instansi tempat
mereka bekerja, seperti subjek yang berasal dari Dinas Pertanian menyebutkan bahwa bentuk
perhatian pemerintah diantaranya adalah pemberian benih dan pupuk, pendirian organisasi
ketahanan pangan (BKP), sementara yang berasal dari Dinas Kesehatan menyebutkan bahwa bentuk
perhatian pemerintah diantaranya melalui program PMT dan sosialisasi penganekaragaman
konsumsi pangan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan masih belum merupakan hal yang
dipahami secara umum (termasuk kalangan tokoh masyarakat serta instansi pemerintah). Oleh
karena itu, sosialisasi mengenai ketahanan pangan sangat diperlukan karena dengan peningkatan
sosialisasi diharapkan pemahaman masyarakat juga akan meningkat sehingga dukungan untuk
berbagai program ketahanan pangan dapat meningkat karena mereka paham mantfaat yang akan
mereka peroleh.

Persepsi Pejabat dan Tokoh tetang Sukses-Gagal Kebijakan dan Program Ketahanan Pangan
Identifikasi faktor yang mempengaruhi kesuksesan dan kegagalan program ketahanan

pangan di kabupaten Serang dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan,

Peluang dan Ancaman) terkait pemenuhan kebutuhan pangan penduduk (ditinjau dari pencapaian
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produksi pangan, ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan status gizi), serta

kelembagaannya.

Berdasarkan analisis SWOT program yang terkait dengan kebutuhan ketahanan pangan
penduduk, maka dapat disampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan

program tersebut, yang dilihat dari empat dimensi: kebijakan dan program, potensi wilayah

'

kelembagaan dan kondisi sosial-budaya ekonomi masyarakat. Hasil analisis SWOT secara lengkap
tersaji pada Tabel 6.

Tabel 6. Analisis faktor kesuksesan dan kegagalan program ketahanan pangan di Kabupaten Serang

Masalah Kekuatan Tantangan Peluang
Produksi 1. Sarana dan 1. Luas wilayah 1. Pemda dpt 1.)Jakarta mrpkzn
Pangan prasarana pertanian dan menyerap hasil pasar potensial
terbatas kelautan cukup produksi agar 2. Kebutuhan
2. SDMyang luas tak keluar produksi
rendah . Ketersediaan daerah pangan tiap
3. Modal kecil tenaga kerja . Peningkatan tahun
4. Ketersediaan air 3. Akses tol merak- produktivitas meningkat
dan pengairan jkt-bdng lahan 3. Pasar lokal
masih kurang mudahkan . Agar tersedia
5. Alih fungsi transportasi masyarakat 4. APBD/APBN
lahan, . Produksi padi tidak mencukupi
kebutuhan melimpah kekurangan untuk
pangan banyak (surplus) pangan (gizi membuat
sedang lahan . Kelembagaan buruk) bendungan
tak bertambah kelompok tani . Swasembada
6. Distribusi dan gapoktan pangan
pupuk dan cukup baik . Musim kemarau
pestisida kurang 6. Kelembagaan . Memanfaatkan
7. Diversifikasi pemerintah lahan kosong
kurang menunjang dan tadah hujan
8. Polatanam . Keberpihakan yang belum
belum sama dari kebijakan optimal
9. PPLbelum pemerintah digunakan
optimal bekerja
10.Teknologi masih
terbatas
11.Kurangnya bibit
sayur dan buah
Ketersediaan 1. Laju penduduk . Tersedia . Banyak 1. Masih banyak

Ibh cepat dr

lumbung pangan

tengkulak luar

lahan tidur

produksi masy daerah yg 2. Peningkatan
beberapa bhn . Produksi membeli hasil kualitas pangan
makanan beberapa sebelum panen

2. Pemanfaatan komoditas . Adanya
sumberdaya pangan diatas cadangan
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Kekuatan

Masalah Tantangan Peluang
e lahan dan air kebutuhan pangan daerah
belum optimal 3. Kebijakan 3. Banyak beras
3. Belum tersedia pemerintah dioplos
beras bermutu 4. Adanya
4. Penanganan pasokan barang
pasca panen dari luar daerah
lemah (hasil 5. Peningkatan
produksi cepat daya beli
busuk) masyarakat dan
5. Banyak lahan pemerataan
garapan (bukan
- milik) petani
Distribusi 1. Pasar lokal 1. Penangan 1. Hargatidak 1. Masih banyak
terbatas pasca panen stabil dan lahan
2. Tidak semua 2. Jarak tidak berbeda antar 2. tidur bisa
akses jalan baik terlalu jauh dan wilayah dimanfaatkan
3. Produksi yg tak alat angkut 2. Pemenuhan 3. Alat
merata antar relatif banyak kebutuhan transportasi
daerah krn 3. Dapat dibeli secara lepat dan jaringan
kondisi alam secara murah waktu dan transport
berbeda 4. Adanya jumlah memadai
4. Tempat terpencil kebijakan/regul 3. Kualitas 4. Pasar luar
sulit dijangkau asi dari pangan dari cukup
5. Harga saat panen pemerintah luar lebih baik tersedia
turun 4. Keterjangkauan
6. Banyak hasil masyarakat
produksi keluar akan
daerah krn harga pemenuhan
lebih tinggi kebutuhan
7. Belum ada pokok
lembaga 5. Adanya
distribusi spekulan
8. Belum dapat
dibeli secara
murah dan
bermutu
9, Banyak
pengusaha
menimbun beras,
sehingga langka
dan mahal
10. Adanya
persaingan
i harga
Konsumsi 1. Pengetahuan 1. Produksi 1. Banyaknya 1. Produksi

dan Status

masy msh

pangan lokal

makanan

~ pangan lokal
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Masalah Kekuatan Tantangan Peluang
Gizi rendah banyak dan instan cukup
terhadap masih banyak 2. [klan makanan beragam
pangan dan gizi pekarangan menyesatkan 2. Pemenuhan
Kebiasaan belum 3. Gengsi norma gizi
makan sulit termanfaatkan meningkat bila
diubah 2. Adanya program makan
Belum dari dinas makanan luar
diterapkan kesehatan dan negeri
penganekaraga dukungan 4. Adanya
man pangan APBD/APBN tuntutan akan
lokal, konsumsi 3. Ada kartu kualitas pangan
didominasi JAMKESMAS/as 5. Perlu
beras kes koordinasi
Relatif rendah 4. Adanya antar dinas
konsumsi aneka peningkatan terkait untuk
ragam pangan pelayanan meningkatkan
Belum posyandu kecukupan
maksimal 5. Adanya konsumsi dan
pemanfataan pengenalan status gizi
pangan lokal diversifikasi masyarakat
Gizi masyarakat makanan 6. Kualitas SDM

masih rendah,
masih banyak
anak BGM
Masih banyak
penduduk
miskin

harus
meningkat

Persepsi Kepala Rumahtangga tentang Ketahanan Pangan

bahkan 0.5 persen menyatakan sangat tidak tahan.
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Berdasarkan data tentang persepsi Kepala Rumahtangga tentang ketahanan pangan secara
keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pengetahuan kepala rumahtangga tentang ketahanan pangan
masih rendah. Dalam hal ketahanan pangan individu menunjukkan bahwa sebagian besar (98.6
persen) tidak mengetahui maksud ketahanan pangan individu. Pengetahun subjek tentang
ketahanan pangan dapat terkelompok menjadi tiga yakni (1) 4 sehat 5 sempurna, (2) kebutuhan
pangan seseorang, dan (3) menjaga kesehatan tubuh. Bertumpu pada tingkat pengetahuan tentang
ketahanan pangan individu tersebut, kepala rumahtangga mempersepsikan ketahanan pangan
individunya menyebar dimana sebagian (50 persen) mengatakan tahan, 31.3 persen tidak tahan dan
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Tabel 7.Persepsi kepala rumahtangga tentang ketahanan pangan

Semnas PAGI 2013, Gizi Masyarakat dan Kebijakan Pangan

Kecamatan Kecamatan Total
No Peubah Ciruas Pontang i
n % n % n %
71, Tahumakna Ketahanan Pangan Individu
a. Tidak tahu 105 100 106 97.2 211 98.6
b. Tahu 0 0 3 2.8 3 1.4
2. Benar makna Ketahanan Pangan Individu
a. Salah (tidak menjawabh) 105 100 106 97.2 211 98.6
b. Salah (menjawab) 0 3 2.8 3 1.4
3. Pengertian ketahanan pangan individu
a. Tidak menjawab/tidak tahu 105 100 106 97.2 211 98.1
b. 4 sehat5 sempurna 0 0 1 0.9 1 0.5
¢.  Kebutuhan pangan seseorang 0 0 1 0.9 1 0.5
d. Menjaga kesehatan tubuh 0 0 1 0.9 1 0.5
4. Persepsi terhadap Ketahanan Pangan
individu 0 0 3 2.8 3 1.4
a. Tidak menjawab/tidak tahu 1 1.0 0 0 1 0.5
b. Sangattidak tahan 28 26.7 39 35.8 67 31.3
c¢.  Tidak tahan 53 50.5 54 49.5 107 50.0
d. Biasasaja 23 21.9 13 119 36 16.8
e. Tahan
5. Tahu makna Ketahanan Pangan
rumahtangga 105 100 108 99.1 213 995
a. Tidaktahu 0 0 1 0.9 1 0.5
b. Tahu
6. Benar makna Ketahanan Pangan
rumahtangga 105 100 108 99.1 213 99,5
a. Salah (tidak menjawab) 0 0 1 0.9 1 05
b. Salah (menjawab)
7. Persepsiterhadap Ketahanan Pangan
rumahtangga 0 3 2.8 3 14
a. Tidak menjawab/tidak tahu 1 1.0 0 0 1 0.5
b. Sangat tidak tahan 26 24.8 36 334 62 29.0
c. Tidak tahan 53 50.5 58 532 111 519
d. Biasasaja 25 23.8 12 11.0 37 17.2
e, Tahan
8. Tahu makna Ketahanan Pangan daerah
a. Tidak tahu 105 100 108 99.1 213 995
b. Tahu 0 0 1 0.9 1 0.5
9. Benar makna Ketahanan Pangan daerah
a. Salah (tidak menjawab) 105 100 108 991 213 99.5
b. Salah (menjawab) 0 0 1 0.9 1 0.5
10, Persepsi terhadap Ketahanan Pangan
daerah 0 0 3 2.8 3 1.4
- a. Tidak menjawab/tidak tahu p 1.9 0 0 2 0.9
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Kecamatan Kecamatan Total
No Peubah Ciruas Pontang
n % n % n %
b. Sangat tidak tahan 26 248 40 36.7 66 30.8
¢. Tidak tahan 52 49.5 51 46.8 103 48.1
d. Biasasaja 25 238 15 13.8 40 18.7
e. Tahan
11. Ada perhatian pemerintah daerah
a. Tidakada 55 52.4 52 47.7 107 50.0
b. Ada 50 47.6 54 49.5 104 48.6
c.  Tidak tahu 0 0 3 2.8 3 1.4
12. Ada perhatian pemerintah pusat
a. Tidakada 73 69.5 56 514 129 603
b. Ada 32 30.5 50 45.9 82 383
¢. Tidak tahu 0 0 3 2.8 3 1.4

Dalam hal pengetahuan tentang ketahanan pangan rumahtangga, hampir semua kepala
rumahtangga (99.5%) juga menyatakan tidak tahu maksud ketahanan pangan rumahtangga.
Persepsi kepala rumahtangga tentang ketahanan pangan rumahtangga mereka juga menyebar dari
biasa saja, tahan dan tidak tahan. Hal yang sama juga terjadi ketika ditanyakan tentang persepsi
ketahanan pangan daerah, persepsi kepala rumahtangga juga menyebar dari biasa saja, tahan dan
tidak tahan.

Perhatian pemerintah daerah dan pemerintah pusat ditanggapi secara berbeda oleh kepala
rumahtangga. Dalam hal pemerintah daerah maka masih terjadi keseimbangan antara yang
menjawab ada (48.6%) dan tidak ada (50.0%). Sementara untuk pemerintah pusat, persepsi kepala
rumahtangga lebih banyak menyatakan bahwa tidak ada perhatian pemerintah pusat (60.3%), dan
lebih sedikit menyatakan ada perhatian pemerintah pusat (38.3%).

Pengetahuan kepala rumahtangga tentang jenis perhatian pemerintah daerah kepada
masyarakat di dua kecamatan sangat tersebar, antara lain: 1) bantuan pangan (RASKIN, PMT), 2)
selain bantuan pangan (RASKIN, PMT) juga BLT (Bantuan Langsung Tunai), 3) selain bantuan
pangan (RASKIN, PMT) juga BBM/gas, 4) selain bantuan pangan (RASKIN, PMT) juga sembako
murah.

Tabel 8. Sebaran kepala rumahtangga menurut jenis perhatian pemerintah daerah

. ) Kecamatan Ciruas HREAmALA] Total
Jenis perhatian Pontang
n % n % n %
Bantuan BBM/gas a} 1.0 1 0.9 2 0.9
Bantuan pangan (RASKIN, PMT, dll) 17 16.2 7 6.4 24 1.1.2
Bantuan pangan (RASKIN, PMT, dll)
dan bantuan BBM/gas 5 =4 12 1.9 17 B
Bantuarn pangan (RASKIN, PMT, dll) 6 <7 14 128 20 93
dan BLT
272
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murah

sembako murah

BLT

) . Kecamatan Ciruas i Total
Jenis perhatian Pontang
n % n % n %
Bantuan pangan (RASKIN, PMT, dll) 10 95 c 46 15 70
dan sembako murah
Bantuan pangan (RASKIN, PMT, dll) 0 0 1 0.9 1 0.5
dan subsidi pupuk
Bantuan pangan (RASKIN, PMT, dll),
bantuan BBM/gas, dan sembako 0 0 1 0.9 1 0.5
Bantuan pangan (RASKIN, PMT, dll),
BLT, bantuan BBM/gas, dan 0 0 1 09 1 0.5
Bantuan pangan (RASKIN, PMT, dll),
BLT, danisk%s/ja(lmkesmas ) 3 s o i 3 L&
Bantuan pangan (RASKIN, PMT, dll),
BLT, danII}JangtuarE BBM/gas ) L L0 4 L P s
Bantuan pangan (RASKIN, PMT, dll),
BLT, daniemgbak(o murah J 1 14 1 s 4 o
Bantuan pendidikan (BOS, dll) 1 1.0 0 0 1 0.5
5 4.8 6 5.5 11 5
BLT, bantuan pendidikan (BOS, dll) 0 0 1 0.9 1 0.5
Pinjaman untuk nelayan 0 0 1 0.9 1 0.5
0 0 1 0.9 il 0.5

PNPM

Demikian pula pengetahuan kepala rumahtangga tentang jenis perhatian pemerintah pusat
juga sangat menyebar, antara lain: 1) BLT (Bantuan Langsung Tunai), 2) Bantuan pangan (RASKIN,
PMT) dan BLT, 3) Bantuan Pangan (RASKIN, PMT) saja. Hal ini juga menunjukkan masih sangat
terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang program-program ketahanan pangan yang ada di

desanya.

Tabel 9. Sebaran kepala rumahtangga menurut jenis perhatian pemerintah pusat

. ) . Kecamatan Ciruas Kecamatan Pontang Total
Jenis perhatian pemerintah pusat

n % n % n %
Bantuan BBM/gas 3 29 6 55 9 4.2
Bantuan pangan (RASKIN, PMT, dll) 7.6 2 1.8 10 4.7
Bantuan pangan (RASKIN, PMT, dll}
dan bantuan BBM/gas . L 0 b L 23
Bantuan pangan (RASKIN, PMT, dll)
dan BLT 4 3.8 7 6.4 11 51
Bantuan pangan (RASKIN, PMT, dll)
dan sembako murah @ L L 0 1 %
Bantuan pangan (RASKIN, PMT, dll),
bantuan BBM/gas, dan sembako 1 1.0 1 0.9 2 0.9

murah
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, , , Kecamatan Ciruas Kecamatan Pontang Total
Jenis perhatian pemerintah pusat
n % n % n %o

Bantuan pangan (RASKIN, PMT, dll),

BLT, dangskgs/jzgmkesmas : . =0 € ¢ . 05
Bantuan pangan (RASKIN, PMT, dll),

BLT, danI;)angtuarE BBM/gas : ! 14 s =8 % L2
Bantuan pendidikan (BOS, dll) 0 0 ] 0.9 1 0.5
BLT 8 7.6 21 19.3 29 135
BLT, bantuan BBM/gas 1 1.0 5 4.6 6 2.8
BLT, bantuan pendidikan (BOS, dll) 0 0 1 0.9 1 0.5
BLT, bibit unggul 0 0 1 0.9 1 0.5
BLT, PNFM 1 1.0 0 0 1 0.5
PNPM 1 1.0 1 09 2 0.9
Sembako murah 2 1.9 0 0 2 0.9

Selanjutnya, terkait program bantuan pemerintah yang didapatkan oleh kepala
rumahtangga dan keluarganya, maka berdasarkan tingkat penyebarannya di dua kecamatan
berturut-turut adalah: 1) Raskin, 2) Askeskin (asuransi kesehatan orang miskin), 3) BLT (Bantuan
Langsung Tunai, 4) Sembako murah. Meskipun demikian ada sekitar 23.4% kepala rumahtangga
vang menyatakan tidak mendapatkan bantuan program dari pemerintah.

Dalam hal sejauhmana program bantuan pemerintah tersebut telah dapat memenuhi
kebutuhan pangan sehari-hari, maka sebaran kepala rumahtangga adalah sebagai berikut: 45.3%
menyatakan dapat memenuhi kebutuhan, namun masih ada 54.7% yang masih menyatakan kadang-
kadang memenuhi kebutuhan bahkan tidak dapat memenuhi kebutuhan.

Program-program ketahanan pangan sekaligus upaya pengentasan kemiskinan yang paling
banyak disebut oleh rumahtangga contoh adalah program RASKIN, BLT, sembako murah dan BBM.

Tabel 10. Program bantuan pemerintah vang didapatkan rumahtangga

Kecamatan Kecamatan

No Program Ciruas Pontang Tl

n % n % n %
1. Tidak dapat program pemerintah 29 278 21 193 50 234
2. Dapatprogram BLT 44 419 40 36.7 84 393
3. Dapatprogram Raskin 104 99.0 105 96.3 209 977
4. Dapat program Askeskin 41 39.0 49 45.0 90 42.1
5. Dapat program sembako murah 19 18.1 64 58.7 83 388
6. Dapat program BOS 19 18.1 17 15.6 36 168
7. Dapat program keluarga harapan 0 0 0 0 0 0
8. Dapat program PMT 1 1.0 0 0 1 0.5
9.  Dapat program bantuan modal 0 0 0 0 0 0
10, Dapat program bantuan teknologi 0 0 0 0 0 0
11. Dapat program kredit 0 0 0 0 ] 0
12.  Dapat program lainnya 73 69.5 83 76.1 156 729 .
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_moep. s
Kecamatan Kecamatan
) . Total
No Program _Ciruas Pontang
_ n % n % n %
13. Program dapat membantu memenuhi
kebutuhan: 22 21.0 25 22.9 47 220
o Tidak memenuhi kebutuhan 49 46.7 48 44.0 97 453
« Memenuhi kebutuhan 34 324 36 33.0 70 327

» Kadang-kadang memenuhi kebutuhan

—_—

Dalam hal keberhasilan, maka sebagian rumahtangga contoh (41.1%) menyatakan berhasil.
Bila membanding antar dua kecamatan, maka rumahtangga contoh di kecamatan Pontang (45.0%)
relatif lebih banyak menyatakan berhasil dibanding rumahtangga contoh di kecamatan Ciruas.

Tabel 11.  Keberhasilan program ketahanan pangan BBM, BLT, Raskin, Sembako Murah
- ) Kecamatan Ciruas Kecamatan Pontang Total
Keberhasilan program
n % n % n %
Berhasil 39 371 49 45.0 88  41.1
Tidak berhasil 17 16.2 17 15.6 34 159
Tidak tahu 49 46.7 43 39.4 92 430

Alasan keberhasilan program ketahanan pangan BBM, BLT, Raskin dan Sembako Murah dapat

dikemukakan sebagai berikut:

Tabel 12. Alasan keberhasilan program ketahanan pangan BBM, BLT, Raskin, Sembako Murah

Alasan Keberhasilan Program Kecamatan Ciruas  Kecamatan Pontang Total
Ketahanan Pangan n % n % n %

Tidak menjawab 49 46.7 41 37.6 S0 41.9
Bls.a dibeli dengan harga 7 19 5 46 7 33
terjangkau

Jumlah/besarnya cukup 0 0 1 0.9 1 0.5
Jumlah/besarnya masih belum 3 29 5 46 8 37
cukup

Membantu mencukupi kebutuhan 22 21.0 18 16.5 40 18.6
Pelaksanaan rutin dan lancar 1 1.0 0 0 | 0.5
Pelaksanaan sesuai dengan 0 0 1 0.9 1 05
peraturan

Pelaksanaan tidak rutin dan lancar 7 6.7 2 1.8 9 4.2
Pembagian sudah merata 9 8.6 6 55 15 7.0
Pemimpin (Lurah) bijaksana 0 0 1 0.9 1 0.5
sampai ke masyarakat/sasaran 3 2.9 11 10 14 6.5
Tidak merata (tidak semua bisa 6 <7 10 9.9 16 74
dapat)
_Tidak tahu 3 2.8 8 73 11 5.1
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Pengambil keputusan dalam menentukan menu makanan dan mengelola keuangan rumah
tangga

Pada umumnya dalam rumah tangga terjadi pembagian peran dan dan tanggung jawab
antara suami dan isteri serta anak-anak. Biasanya isteri atau ibu mendapatkan peran domestic
sedangkan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan luar atau kegiatan pasar dipegang oleh laki-laki
atau ayah atau suami. Dalam hal makanan sehari-hari yang merupakan kegiatan domestik, maka
akan dipegang oleh kaum perempuan.

Dalam menentukan menu sehari-hari, hampir 100% rumah tangga dipegang oleh ibu atau
isteri, Namun demikian terdapat 3.3% subjek yang kegiatan menntukan menu diambil oleh anggota
keluarga lain. Hal ini terjadi karena ibunya tidak tinggal di rumah (sudah meninggal atau bekerja di
luar kota/negeri) dan keluarga masih tinggal bersama nenek, sehingga nenek yang mengaturnya.
Sebaran rumah tangga contoh menurut pengambil keputusan dalam menentukan menu sehari-hari
dan mengelola keuangan keluarga dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13.  Sebaran rumah tangga contoh menurut yang dominan dalam menentukan menu dan
mengelola keuangan

egnkupan Kecamatan Ciruas Kecamatan Pontang Total
n % n % n %
a. menentukan menu
- ayah - - 2 1.8 2 0.9
- ibu 103 98.1 104 95.4 207 96.7
anak - - 2 1.8 2 0.9
lainnya 2 1.9 1 0.9 3 1.4
Total 105 100.0 109 100.0 214 100.0
b. mengelola keuangan
ayah - - 4 3.7 4 149
- ibu 103 98.1 93 85.3 196 91.6
- anak 1 1.0 11 10.1 12 5.6
- lainnya 1 1.0 1 0.9 2 0.9
Total 105 100.0 109 100.0 214 100.0

Di Kecamatan Pontang hampir semua subjek menyatakan bahwa menu makanan sehari-hari
ditentukan oleh ibu. Namun demikian terdapai 1.9% rumah tangga yang menunya ditentukan oleh
anggota keluarga lain, yaitu nenek. Sementara itu di Kecamatan Ciruas terdapat 4.6% rumah tangga
yang dalam menentukan menu makanan sehari-hari bukan dipegang oleh ibu. Sebanyak 18% rumah
tangga yang dalam menentukan menu dipegang oleh ayah, yaitu rumah tangga yang kebetulan
ibunya bekerja di luar kota. Ada juga rumah tangga yang menunya ditentukan oleh anak. Hal ini
juga karena ibunya tidak berada di rumah.

Pengambil keputusan dalam kegiatan mengelola keuangan ternyata tidak berbeda dengan
kegiatan menentukan menu makan sehari-hari. Pada umumnya yang dominan melakukan
pengelolaan keuangan rumah tangga adalah ibu. Hal ini terjadi pada lebih dari 90% rumah tangga
contoh. Rumah tangga contoh di Kecamatan Pontang bahkan tidak ada yang kegiatan mengelola
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keuangan rumah tangga ditentukan oleh ayah. Sedangkan di Kecamatan Ciruas terdapat 3,7%
rumah tangga yang kegiatan pengelolaan keuangan rumah tangga ditentukan oleh ayah.

Selain ibu dan ayah, ternyata anak juga ada yang sudah diberi tanggung jawab untuk
mengelola keuangan keluarga. Hal ini terutama pada keluarga yang orang tuanya sedang bekerja di
Juar kota atau luar negeri. Di wilayah kajian banyak terdapat rumah tangga yang kepala keluarga
atau ibunya bekerja di Cilegon, Jakarta, atau bahkan di luar negeri.

Intensitas Kerawanan Pangan Rumah Tangga

Kerawanan pangan terjadi apabila rumah tangga, masyarakat, atau daerah tertentu
mengalami  ketidakcukupan pangan untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi
pertumbuhan dan kesehatan para individu anggotanya. Menurut Suryana 2004, kerawanan pangan
dibedakan atas kerawana kronis dan kerawanan sementara. Kerawanan kronis yaitu terjadi terus
menerus karena ketidakmampuan membeli atau memproduksi pangan sendiri. Sedangkan
kerawanan sementara terjadi karena kondisi tak terduga seperti bencana alam atau bencana lainnya.
Jika kerawanan pangan terjadi secara terus menerus maka akan berdampak pada status gizi dan
kesehatan.

Menurut Smith 2003 kerawanan pangan pada tingkat rumah tangga atau individu dapat
diukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif melalui 4 jenis keadaan, yaitu: 1) ketidakcukupan
energi rumah tangga, 2) tingkat ketidakcukupan energi, 3) keanekaragaman makanan, dan 4)
proporsi pengeluaran untuk makanan. Sementara itu FAO 2003 mengukur kelaparan melalui tingkat
ketidakcukupan energi yang ditunjukkan dengan deficit jumlah konsumsi kalori pada seseorang di
bawah konsumsi energi yang dianjurkan (<70% kebutuhan energi).

Secara kualitatif, rawan pangan dapat diukur melalui persepsi individu atau rumah tangga
terhadap konsumsi makanan sehari-hari. Dalam penelitian ini kerawana pangan tingkat rumah
tangga didekati dengan 12 butir pertanyaan mengenai persepsi subjek terhadap kondisi rumah
tangga dalam memenuhi kebutuhan kensumsi seluruh anggota rumah tangganya.

Berdasarkan hasil wawancara, indikator yang paling sering dikhawatirkan oleh rumah
tangga adalah tidak dapat menyediakan makanan bergizi seimbang untuk rumah tangga dan anak-
anak (butir ke 4 dan 5). Kekhawatiran ini dirasakan hampir setiap minggu, bahkan ada yang hampir
setiap hari oleh ibu rumah tangga contoh. Kekhawatiran yang setiap minggu dirasakan oleh rumah
tangga contoh adalah persediaan makanan pokok di rumah habis (butir 1) dan persediaan makanan
pokok sedikit dan tidak punya uang untuk membeli (butir 2). Kekhawatiran yang dirasakan hampir
setiap bulan ada 3 butir (5, 6, dan butir 7) yaitu: Anak-anak tidak memperoleh makanan yang cukup,
merasa sangat lapar dan tidak ada makanan di rumah, dan ada anggota keluarga selain anak yang
mengurangi makan karena tidak cukup makanan. Sedangkan indikator yang lain yaitu butir 8, 9, 10,
11, dan 12 jarang atau tidak pernah dirasakan oleh rumah tangga contoh.
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Tabel 14. Rataan skor kerawanan pangan rumah tangga contoh

Kecamatan Kecamatan

Indikator kerawanan pangan e Pontang Total

1. Khawatir persediaan makanan pokok di rumah 22 20 21
habis

2. Persediaan makanan pokok sedikit dan tidak 2c 26 7c
punya uang untuk membeli

3. Tidak dapat menyediakan makanan bergizi 1.8 1.9 1.9
seimbang untuk rumah tangga

4, Tidak dapat menyediakan makanan bergizi 20 21 20
seimbang untuk anak

5.  Anak-anak tidak memperoleh makanan yang 4.0 38 39
cukup

6. Merasa sangat lapar dan tidak ada makanan di 40 35 37
rumah

7. Ada anggota keluarga selain anak yang 37 37 37
mengurangi makan karena tidak cukup makanan

8.  Mengurangi porsi makan untuk anak karena tidak 40 41 L7
cukup makanan

9. Ada anggota keluarga dewasa selain anak tidak 4.4 4.4 4.4
makan seharian karena tidak punya uang

10. Ada anak tidak makan karena tidak punya uang 4.7 4.6 4.7

11. Ada anak yang mengalami penurunan berat badan
karena kurang makan atau tidak mampu membeli 4.4 4.7 4.6
makanan

12. Ada anggota keluarga dewasa mengalami
penurunan berat badan karena kurang makan atau 4.5 4.7 4.6
tidak mampu membeli makanan

IKP 42.3 42.2 42.2

Coping Strategi Rumahtangga

Jika suatu rumah tangga mengalami masalah kekurangan pangan, maka secara otomatis
setiap rumah tangga akan melakukan tindakan untuk tetap mempertahankan kelangsungan hidup
anggota rumah tangganya. Hal inilah yang disebut dengan coping strategi. Jika menghadapi
kesulitan dalam memperoleh bahan makanan yang diperlukan, atau tiba-tiba ada kejadian vang
membuat rumah tangga memiliki masalah dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya, maka
berbagai hal dilakukan untuk mengatasinya.

Coping strategy menurut Sen (2003) adalah upava yang dilakukan seseorang untuk
mengatasi keadaan yang tidak menguntungkan menurut kemampuan fisik, kemampuan biologi,
maupun kemampuan material. Usfar 2002 mengungkapkan bahwa tindakan food coping dapat
dikelompokkan menjadi lima bagian, yaitu: 1) melakukan aktivitas yang mendatangkan pendapatan,
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Yang menarik dalam menentukan urutan prioritas adalah dalam hal menjual asset produktif
seperti lahan sawah, pekarangan, atau alat produksi (perahu, alat tangkap, cangkul, dsb). Rumah
tangg di daerah rawan pangan memilih alternative tersebut sebagai urutan hampir terakhir (urutan
ke 10) setelah menjual asset non produktif di urutan 5. Sedangkan rumah tangga di daerah tahan
pangan menjual asset produktif di urutan ke lima sebelum menjual asset non produktif. Hal ini bisa
terjadi antara lain karena memang jumlah asset produktif yang dimiliki oleh rumah tangga di daerah
tahan pangan lebih banyak dari pada di daerah rawan pangan, sehingga jika dijual sebagian rumah
tangga masih memiliki asset produktif untuk digunakan sebagai alat untuk menghasilkan pangan
atau pendapatan,

Meskipun terjadi perbedaan urutan prioritas coping antara rumah tangga di daerah rawan
pangan dengan daerah tahan pangan, namun rumah tangga di kedua wilayah tersebut sama-sama
menjadikan pernyataan untuk mengalihkan pangan pokok utama ke jenis lain sebagai alternative
terakhir ketika terjadi kekurangan makanan. Hal ini karena mereka masih menganggap kalau belum
makan nasi namanya belum makan. Bahan makanan pokok yang lain seperti singkong, ubi, dan
jagung hanya dijadikan sebagai selingan atau makanan kudapan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan sebagai berikut: Ketahanan pangan individu,
rumahtangga dan daerah terbangun atas relasi-relasi kekuatan pengetahuan yang dimiliki baik
individu, rumahtangga maupun daerah dalam bentuk kuasa pengetahuan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengetahuan antara individu, rumahtangga maupun
pejabat. Kuasa pengetahuan ketahanan pangan yang tidak sama menyebabkan persepsi berbeda-
beda sehingga ketahanan pangan dimaknai berbeda-beda yang pada akhirnya cara pencapaian
ketahanan pangan juga berbeda. Perbedaan kuasa pengetahuan antara individu, rumahtangga dan
pejabat/tokoh masyarakat menyebabkan perbedaan dalam pencapaian program ketahanan pangan.

Saran

Untuk mencapai ketahanan pangan baik individu, rumahtangga maupun daerah, perlu
adanya upaya untuk memahami relasi-relasi kuasa pengetahuan yang sedang berkembang baik
ditingkat individu maupun di tingkat komunitas. Program ketahanan pangan perlu dirancang
berdasarkan kuasa pengetahuan yang ada di komunitas, sehingga program akan tepat sasaran.
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2) melakukan perubahan diet (pola makan), 3) berbagai cara untuk mengakses atau medapatkan
makanan, 4) berbagai cara untuk mengakses (mendapatkan) uang, dan 5) melakukan migrasi atau
mengurangi jumlah anggota keluarga.

Dalam kajian ini coping strategi yang ditawarkan terdiri dari 12 butir pernyataan. Namun
demikian, jika rumah tangga tidak pernah mengalami permasalahan kekurangan pangan, tentu saja
mereka tidak akan mengambil tindakan coping strategi. Hal ini juga terjadi di di lokasi kajian.
Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Ciruas dan Pontang sebagian besar rumah tangga
(93.9%) melakukan coping strategi dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Urutan atau prioritas pertama yang banyak dipilih oleh rumah tangga baik di Kecamatan
Ciruas sebagai wilayah rawan pangan dan Kecamatan Pontang sebagai wilayah tahan pangan adalah
meminjam uang kepada orang lain (hutang di warung atau minjam tetangga). Urutan kedua yang
dipilih oleh rumah tangga contoh selanjutnya baru meminjam uang kepada saudara atau kerabat.
Alasan yang mendasari pilihan pertama yaitu meminjam uang kepada orang lain, bukan kepada
kerabat atau saudara, adalah karena umumnya saudara atau kerabat bertempat tinggal jauh dari
tempat tinggal mereka. [adi yang paling mudah dan dekat adalah berhutang di warung dekat rumah
atau meminjam uang kepada tetangga.

Tabel 15. Persentase rumah tangga contoh yang melakukan coping strategy utama dalam
mengatasi kesulitan memperoleh makanan

Urutan/prioritas

Strategi Koping Kecamatan Kecamatan
Ciruas Pontang
1. Menga]il?kan pangan pokok utama ke jenis lain 11 11
yang lebih murah
2. Mengurangi jumlah pangan vang dimakan 3 4
3. Mengurangi frekuensi makan per hari 6 6
4, Meminta bantuan pangan 5 3
5. Meminjam uang pada saudara/kerabat 2 2
6. Meminjam uang pada orang lain 1 1
7. Menjual asset non produktif g 8
8. Tidak membayar biaya/uang sekolah anak 7 9
9. Laki-laki mencari pekerjaan di tempat lain 4 4
10. Menjual asset produktif 10 5
11. Menghentikan pendidikan/sekolah anak 8 10

Tabel 15 menunjukkan urutan coping strategi yang dipilih oleh rumah tangga di kecamatan
yang rawan pangan dan tahan pangan. Dari tabel tersebut terlihat bahwa terdapat perbedaan urutan
yang dipilih oleh rumah tangga di kedua kecamatan tersebut, kecuali urutan pertama, kedua,
keenam, dan urutan terakhir (ke-11).
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